PERATURAN GUBERNUR MLIMANTAN BARAT o
NOMOR  I£, ; TAHUN 2022 E

TENTANG

PENGADAAN BARANG /JASA BADAN LAYANAN UMUM ‘DAERM—
PADA RGMAH SAMT DAFRAI- e

DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAE IA ESA..

GUBERNUR hALIMANTAN BAP;AI‘

Menimbang bahwa untuk mehks%nakan ke‘ieniuaﬁ T—"’a&al ”?.’?‘ ay:

Mengingat

__'Repubhk Endcﬂesza Nomm 5044)
- diubah beberapa kaiz daﬁ teralk
Undang - Nomor 1 Tahun 2022
- Keuangan Antara Pemeimtah

. Daerah’ (Lemb'u*qri I\!ega;ta T
- 2022 Nomor 4, Tambaham
ST indoafleszta Nomcr 675'?) e
30 “Gndang Undang Nc)mor :
. Pemerintahan - Daez*ah
- 'Inéonesxa Tahun




10.

11.

12.

Pez*aturan Pemeimtah Nomor 23 Ta’nun ._20{)5 Aentang.
Pengelolaan  Keuangan = Badan' - Layanan - Umum
(Lembazan Negara - Rez:subhk Indoﬂesm_;f?ahu_ 2003

Nomor 48 Tambahan Lembaran Negar'“

tenta.ng Pelubahan A‘ms Pezatulaﬂ Pemmmiah

23 Tahun 2005 tentang Pengeielaan I{emﬂg
Layanan Umum {Lembaz*an Neﬁai*alRepu_b}zk-.
Tahun 2012 Nomor 171; Tambahaﬂ 1h
Repubhk Indanesm Nc)mczr 334 O)

sebagalmana i:elah dmbah dengan '
Presiden NOIl’lOI‘ 12 'Ia’mm 2021 tentang
Atas Pelaiuran Pre&den Nomor. j__
Tentang - Pengadaan B’lrang/(}asa

(Lembaran Negeua Repubhk Indenesz
Nomor 63) :

Dahm Negeri Nomm"
Perubahan - Atas. Peiatuzaﬁ ].\/Eem' -
Nomor 80 Taliun 2015 wmanﬁ Pembenmkan Produ
Hulkum Daerah (Belzta Negara Repubhk adonesi
Tahun ’3019 Nomoz*-lS'?’) i

Damah (Ber 1ta Nf:creua Repubizk Ind:' n
Nomor 1781); e
Peraturem Lembf‘Lga_ Kebgalxan Penfrada

Pengadaan Barang/Jasa Yanﬂr ccuall
P@naadaan Bara,rw/JaS’L ?emermiahﬁ-:_;_'_ c

denﬂan Peraturan Daerah Nomcs'

EARO ¢ zﬂmm&%&m xxmm
CBUKUM | PEMRARANSA

mﬁwﬁ%&"z




Menctapkan ~ : PERATURAN  GUBERNUR = TENTANG = PENGADAAN

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimhaksud dengan:
1.
2.

tentang Perubahan I&@dua Atas Pez‘atulan Da&rah:*_---
Nomor 8 Tahun 2016 . tentang - Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi I&ahmam{m ‘Barat -

(Lembaran Daerah Provinsi- E«Lahma:r;tqn ‘Barat. Tahun;;_:_'-iji*: o
2021 Nomor 5, Tambahan Lemba;zan Daeiah Plovms:if{_'- o
Kalimantan Barat Nomor 5); S S

MEMUTUSKAN .

BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM. DAERAH PADA{. SEn
RUMAH SAKIT DAERAH, S e

BABIT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. : Sl
Pemerintah Daerah adalah  Gubernur sebagai unsutf' Penyeiengbar_ e
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarn: pememniahan;_ i

vang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaizmaman Bal at Sl
Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat. S e
Badan Layanan Umum Daerah yang: selamutnya dlsziwi{at BLUD ada]’
sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Umt Pelaksana Tekni:
Dinas/Badan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi- Kaiimfmtan Barat -
dalam memberikan pelayanan kepada masyal alat - yang menipunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keua:ngan sebagai pengecuahan_j af
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. :
Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya dzsmgkat ExSD adalah Rumah S’xkxt Ui 111'
Daerah Dokter Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Ka}}maman Barat: =

Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh . Gubemu ;;da,n___-
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengf{daan bfsra:nbf jasa pada BLUD
dengan sebutan disesuaikan nomenlklatur yarw berlaku di BLUD: o
Unit Kerja Pengadaan Bar ang/ Jasa Provinsi Kahmaman Ba:rat yang:;_-
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Birc Penﬁaéaan Barang dan J asa pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. :

Pola Pengelciaan Ixeuangan Badan Layanan

memberikan fleksibilitas bezupa keﬁeh,lasaaﬁ meﬂcrapkan pla
vang sehat untuk meningkatkan pela:vanan -dan Exepuasaﬂ . kepac‘i
masyarakat dalam rangka memajukan’ kese;ahtelaaﬁ umum. dan
mencerdaskan kehidupan ba_nofsa, sebaoai pengecualzan da,u kﬁiemuaz}i._
pengelolaan keuangan daerah. -
Pengadaan Barang/Jasa Badan L"wanm Un‘mm Dﬂerah y*mg selaﬂ]utz"zﬂfa:_:
chsmgkat PBJ BLUD adalah keglatan pengadaan bfuang/ Jasa pada-:BLUD dif
) 3 T
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Pengguna Anggaran yang selanjuinya t’usmgkat PA adaiah pejﬁbat T i
pemegang kewenangan penggunaan anggaran. RSy Do
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah }3ejdbat'_'; O OSE
yang diberi kuasa untuk melaksaﬂakan “sebagian kewenangan Pengt,mza}'_'-:_;_-_:'f_"_f-___-;'____
Anggaran. SR
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjuinya dasingkai PPK adaiah pquatf SR
vang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambﬁ keputus&n.{fg:'_-:_'j e
dan/atau melakukan tindakan yang dapat menwais:lbaﬂ{aﬁ penﬂe‘.’iuamﬂ{..
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. - B
Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjuinya disingkat’ P‘I‘K ad.ahh pe;aba‘t-_'_ SRR
pada BLUD RSD yang melaksanakan 1 (satu} atau beberapa k:egia‘i:ﬂn daz*l_; o
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. s
Pejabat Pengadaan adalah péjabat adm1n1stra31/ pﬁﬂ&b&t fun{?smnal/ R R e
personel yang bertugas melaksanakan Pencfaéaan Laﬂgsung, Penuﬁgukani[?-';;-_::'__
Langsung, dan/atau prarciwsmg S
Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpm BLUD"_- :
yvang ditugaskan secara khusus melai{sa.nakaﬁ peﬁgadaam baiang/ Jasa'f: el
guna kepeﬂuan BLUD. s
Rencana Umum Pengadaan %:)fu“ang/ jasa yang selanmtnya dmmgkai RU"P“---
adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa ya,no akan dllaksanaka'
oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.. : L

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yfmg selaﬁjutnva dzsmgkai LPSE:__Z_ = I
adalah 1ayanan pengelolaan teknologi informasi “untuk memfasziztasﬂ
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Seca:ra elekironik, SERR S
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya dismg}m‘t APEP adalal' i

aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, peman‘t*m'm :
evaluasi, dan kegiatan pezwawasan lain Lerhadap penyelen garaan iugaé'{"f
dan fungsi pemerintah.

Pengelola pengadaan barang/jasa adalah ?e;abat I“ungsmnal Vaﬁg dmm
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh’ pe;abat ya_ng_
berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/ Jasa. oo
Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola: yancr seian_}utnya dzsebu
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang Ehkezj&kan sendiri
oleh Kementerian /Lembaga / Peraﬂgkat Daerah, Kementerian . / Lembagaﬂ-
/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakaim, aiau keiompol :
masyarakat. o i

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyeienggarakan keﬂn‘tan"‘
secara Swakelola. S
Pengadaan barang/jasa melalui Penyedla ada’iah cara 11161_11’1361‘@1@11{5_
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. - S

Penyedia barang/jasa Pemerintah yang - seiaﬂjumya dlsebut Penyedla?
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa’ berdasarkanfkomrak
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tldak berwujud”
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dlpeldagaﬁgkaﬁ, dlpai{az. Ce
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. .
Pekerjaan Konstruksi adalah keseliruhan atau Sebagian keglc&aﬁ yaﬁgi? B
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemehhqmqn, pembengkman dfm'?_".
pembangunan kembali suatu bangunan. il
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membumhkan keahhanf R
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengmt&makaﬁ adanya o]ah pﬂm‘ o
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Jasa Lainnva adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha uniuk menyelesaikan
suatu Pekerjaan.

Harga Perkiraan Sendiri yang sclanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
hiaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau
toko daring.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Geleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaar E

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang Dbernilai paling banyak
Rp250.000.000,00 {(dua ratus lima puluh juta rupiahl.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemiliharn
Penyvedia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut E{o_ntrakadaléh :
perjanjian tertulis antara PA/KPA/ PPK  dengan Penyedia atau pelaksana
Swalkelola. '

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis

vang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan L

Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia o
sesuai dengan lketentuan peraturan perundang-undangan di bidang -

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Keadasan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak pgir'a
pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga -
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah o

Provinsi Kalimantan Barat.

HARD FEEASGHEAT DARIAH ARIETEI I REFETA
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Pasal 3

Tujunan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.

b.

dalam rangka tertib administrasi peh}{sana’m penmdaaﬁ bfﬁ‘an /jaSQ__'__:__.

BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

untuk memberikan fleksibilitas pada BLUD berupa pembebasan sebaglan o
atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang- Lmdanffan mengenal S

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

memng:katkan kualitas dan kuantitas pengadaan bfuang/ 3asa pada E’)LUDf'-'_._' "
dengan menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih ‘bermutu; lebih.
murah, proses pengadaan yang sederhaha, cepat dan: mudah sesuai dengfm-
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD dalam rangka L
mewujudkan  peningkatan pelayanan publik dan- penwembangan“._ T

perekonomian daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.
b.
C.

barang/jasa;
pengadaan; dan
jenjang nilai,

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

PBJ-BLUD pada RSD dilaksanakan berdasarkan ke‘genmfm yang bmlq}mf;_flf._'-_

bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pengadaan baraﬁg/jasa sebagazmana dii’l‘laixSHd pada avat ( } dﬂakm&aﬁ}"-“'.-.’35_:

berdasarkan prinsip :

a. efisien;

b, efektif;

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil;

g. akuntabel; dan

h. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSD yzmg bersumber d’m
a. jasa layanan; _ _

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD vang sah.

diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebaalan atau selumhnyq (ic}riz."'f
ketentuan peraturan perundang- undaﬂgaﬁ mengenai pei‘wadaan b&r‘anﬁ{f{ AR

dan/atau jasa pemerintah.

ARG FERANGHAT DARRAN
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Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berm}uan urriuk-’_-_':_-: .
menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa vang lebih ‘bermutu, lebih .

murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat -serta mudah

menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung - keiancaran

pelayanan pada BLUD.

Pengadaan baremg dan/atau jasa yang dananya berasal dari hzbah ierlkat R

dilakukan sesuai dengan:

a.  kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

b.  Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah. - o
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan PBJ-BLUD sebagalmana
dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD. ' e

Pasal 7

Kebijakan PBJ-BLUD, meliputi :

meningkatkan kuahtas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; -

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yvang lebih tf&nspalaﬁ tezbuka,f- v

dan kompetitif; R
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, '-serta' . tramsaksz
elektronik; '

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standw Naszonai_. |

Indonesia (SNI);

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecﬂ dian Usaha_._'-"-'."

Menengah; dan
melaksanalxan Pengadaan Berkelanjutan.

BAB 111
PELAKSANA PENGADAAN
Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh peiak&ema pe:{wadaan .
Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanalkan

oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk’ meiaksanaim .

pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSD.

Pelaksana Pengadaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ieldm atas_'_“'_.::__'_:
personil  yang memahami tata = carfa pengadaan, substans; R R
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang dlp&l 1u1<.an _*_-_ EOSOERE B

Pasal 9
Pelaksana PBJ-BLUD terdiri atas:
PA;
KPA;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Pejabat Pengadaan;

Pokja Pemilihan;

Penyelenggara Swakelola;
Penyedia; dan

Pihak lainnya, meliputi:

TR Ce R0 o
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1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundanf»— o
undangan; atau : :
2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan Pﬂmm@m }E%LUD
Pemimpin BLUD bertindak selaku PA/KPA pada BLUD RSD.. '

PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dlbantu oieh PPK. dani}'-'-
Pejabat Pengadaan.

Pasal 10

PA  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) humf a, dalam'
pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :

a. melakukan tindakan yang mengakzbdtkan pengelua‘lan aﬁgga}fan
belanja;

&

anggaran belanja yang telah dltetapkzm
menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Bar ang/Jasa; - . ' e
menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seteks;l ulang bacfal :
menetapkan penyelenggara Swakeiola : :
menetapkan PPK;

menetapkan Peﬁbat Pengadaan;

menetapkan Penyelenggara Swakelola; ' _
menetapkan tim pendukung dan/atau tim/ tenaga ahli; dan

S S e o oo

memenuhi persyaratan untuk dllﬂi’l}uk sebawaj PPK.-
PA ditetapkan oleh Gubernur.

PA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Ahli, Tim - Pendukung, Pelf&{saﬂa_, - e

Administrasi, dan/atau pengelola keuangan.

Pasal 11

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) hiimf b d’ﬂam e

pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan WeWEnang
a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pehmpahan dan PA

b.  mendelegasikan kewenangan kepada PPK ter kait dengan menﬁadaixaﬂ:_,f:.‘ :::_"_
ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam’ ba‘i:ag a;nggman beianfa__'--' SRR

vang telah ditetapkan; dan

c.  bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada persanﬂ yaﬂg memenuhz_’_g‘i i

persyaratan untuk ditunjuk sebaga1 PPK.
KPA ditetapkan oleh Gubernur.,

KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Ahl, Tim Pendukunw Peiaksaﬂa S

Administrasi, dan/atau pengelola keuangan.

Pasal 12

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf €:, dalam :jf_; : _:

pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :
a.  menyusun perencanaan pengadaan; :
b.  menetapkan spesifikasi teknis/ E«;erngh& Acuan Kerj ja (KAK}

Hano PERANGRAT amm
BEUTRITNR -

P
- \_

ASpETEE ¢

mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak Iam daiam bax,as R

PA dapat bertindak sebagai PPK dalam hal tldalx ada: pelsbmi Vanfxf.'_'_ S |




0.

menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan HPS; A el
menetapkan besaran wmg muka V‘m@* akfm dlba}fﬁi'kan kep‘lda B
Penyedia; L S
mengusulkan perubahan ;adwal kegza‘tem, ' S
mengusulkan Tim Pendukung dan/atau Tim/Ténaga Ahh S
melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedﬂ{lt d1 a‘tasi'_--'
Rp1.000.000.000,00 {satu milyar rupiah); : : -
mengendalikan kontrak; SR I
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen peiaksanaall'_'_"__3 G
kegiatan; '
k. melaporkan pelaksanaan dan penyeiesa&aﬂ kegia‘cem kepada PA / I{PA B N e
I menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan. keglataﬁ kepada PA/ E&PA;'_'._':{_
dengan berita acara penyerahan; g ST e
menyimpan dan menjaga keutuharn- seiumh dakumen peiaksa,naan e
kegiatan sesuai dengan tata kelola ar&p pada BLUD RS}Z} s =8
m. menilai kinerja Penyedia; -
n. menetapkan Surat Penunjukan Penyedla Baremg/J asa. : e T
(2)  Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud: pada ayat (1) PPI{{?}?'};
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, mehpuu SRt
a. melakukan tindakan yang mengaklbqikan pengehmran anggal aﬁ-‘-}_ TnE
belanja; dan R
b.  mengadakan dan menetapkan pezjanjzem denﬂaﬂ plhak 1am da}fun--}j;_'_'f.
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. =
(3)  PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Tekm&, Ahiz fim'f-f o
Pendukung, Pelaksana Administrasi, dan/atau pengelela keuangfm, Pl

o oo

o

s e

Pasal 13

(1)  PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 qya%_ ( } da;n "Lyai (2} harw*:;;.'{
memenuhi persyaratan sebagaimana . -tercantum - dalam  peraturan :
perundang-undangan vang mengatur ten‘tang Peng&daan Barem /Jasa'
Pemerintah. o

(2)  Dalam hal tidak dilakukan penetapfm PPK pada Pengadaan BaranO'/Jasa" '
yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD PA/ I&PA meﬁuﬁaskanfp’”‘K
untuk melaksanakan tugas PPK. L g

(3)  PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajlb memﬁﬁ«u sertzﬁkat Keahhanr
Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, : - s

Pasal 14

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9‘ &y'ﬂ: (1) hm uf d dalam'
pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang :
a. melaksanakan persmpaﬂ dan pelaksanaan Pengada&m Lang&;ung? o |
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pez;mmukan Laﬂgsng uﬂtuk
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa laumya yaﬂg bemﬂa@ palmg_ :
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);. oy
C. melaksanakan persiapan dan- pe}aksaﬁaan Penunjui«,‘am Laﬂcrssan'g o
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling bar;vak RpQEO 000 O@O 00_
(dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

HARG PRRANGIAT DARRAH | oo % i
— PEMRARARSA R

y 4 L F |
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melaksanakan E-purchasing  vang ~ bernilai- palmg banyak; . TEEE
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ' T

Pasal 15

Polkja Pemilihan sebagaimana dmmhmé dalam P’i_sa? clyat (1) humf e ’id’ﬂaﬁ Trh

Pokja Pemilihan pada UKPBJ yang memiliki tugas dan I;ewena,ngan

a.

b.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuah Eﬁ s
FPurchasing dan Pengadaan Langsung; o
menetapkan pemenang pemlhhan / Pemedza untuk mﬁtode pemzizhan R
1. Tender/Penunjukan Langsung = . untuk . paket, Pengad’xan L
Barang/Pekerjaan Konstruks;z/&asa Lainnya denﬁan nilai- P&gu___
Anggaran paling banyak Rp100. 000, OO{) OGO 00 (Serams m;haz EE
rupiah); dan il
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengad'lai’z Jasa;j_ L
Konsultansi dengan nilai Pagu - Anggaran __paimo o banqu Sy
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh mz'}iar rupiah). - = . o

Pasa} 16

Penyvelenggara Swalkelola Sebagajmamq dzmaksud dalam Pasai 9 ayai {1)'_'_ R
huruf { terdiri atas : : : R At R

a. Tim Persiapan;

b. Tim Pelaksana; dan
c. Tim Pengawsas, : - S :
‘Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada’ ay'rﬁ (1) hurui a 11“161’.11111i§1 Lugasf- SN
menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal peiaks;anaan éian renca:naf“-___f-;
biaya. -
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b memlhka tugas'
melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan _secala berkala
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. =
Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf: c memihiﬂ iugqs
mengawasi persiapan dan pelaksanaan. ﬁsﬂ{ maupun qdmmlsh“asp;_*z_
Swakelola., e
Penyelenggara Swakelola sebaga;mﬁﬁa dzmalxsud pada a*y at 1} c‘mpfn-’_,."_. :
dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. S

Pasal 1'?

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 9 ayat (1) humf g wa31b
mementthi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yanﬁ (:’iiadakan da;n Sesu _

dengan ketentuan peraturan perundang—undaﬁgan i s
Penyedia sebagaimana dimalksud pada aydt (1) bez tamg&unb jawab aaas

a. pelai«:sanaaﬁ kontrak; : e
b.  kualitas barang/jasa; :

c. ketepatan perhitungan 3umlah atau volum{:‘-

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e ketepatan tempat penyerahan.

KARD PEEANGHAT DARRAY
FITRLTR FERBARARSA
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BAB IV
JENJANG NILAI

Pasal 18

PBJ-BLUD pada RSD di lmgkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Bara% o

diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya untuk nilai Sampm.
dengan Rpl1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan

pengadaan langsung atau e-purchasing oleh pejabat pengadaaﬁ/pejabat
yang ditunjuk oieh Pemlmpzn BLUD; '

b. pengadaan jasa konsultansi untuk mla;. sampai dengan RpZSO 000. 000, OD o
{dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan deng gan’ penga(iaan' SR
langsung atau e-purchasing oleh pejabat pengadaan/pejabat | yang. dltunjuk

oleh Pemimpin BLUD;

C. pengadaan barang/pekerjaan is,onstmksz/ jasa lainnva dengan nilai - dmms ;
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemzhhm"'i e
lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik peng adqaﬁ dan m&ede TR

pemilihan yeang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD:

d. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas RpQBO O(}O GOG OO {dufl BEE
ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengsn metode pemzhham 1"1,11:-:__-:--_ :
selain pengadaan langsung sesuai karalteristik pengadaan- dan - memda L

pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan

e. dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode’ pen‘nhhaﬂf - _ A
tender/seleksi/tender cepat, BLUD dapat menggunakan umt “kerja o

pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihannya.

BAB YV
PENDANAAN

Pasal 19

PBJ-BLUD RSD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ind ber sumber éarl
jasa layanan;

hibah tidak terikat; _

hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

paeoR

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku -

1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengadaan Balaﬂb
Dan/Atau Jasa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Provingi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan BQla‘L Tahun 20 }8 S

Nomor 37); dan

sEIsTENT | simpa ol o 0

P 17
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2. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang _Pe'ngadaéﬁ

Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit"Umum =&

Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan E’sfz:aa Tahun-_--
2019 Nomor 128}.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan an’ Pe;.ai"uzan e
Gubernur ini dengan penempatennya dalam Berita Daerah Pr ovinsi I&ahﬁ“ﬂ‘ﬂ‘l’i’li’lf:-:_ ;

Barat.

Ditetapkan di Pon‘tzan'm e
pada taniggal £

wnGUBERNUR KALIMAN’}_‘AE‘; ;BARAT; é o

SUTARMIDJT

Diundangkan di Poatnnak
pada tanggal | Fuc 0 i

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

i

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR |




